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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan 

tahunan ini disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 

dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan 

bertanggung jawab, khususnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 

selaku badan publik. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan karunia-Nya Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat 

disusun dan diselesaikan dengan baik. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan 

informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

sebagai sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi 

publik di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu 

saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada masa 

yang akan datang. 

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga Laporan Layanan Informasi 

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara ini, dapat memberikan manfaat dan informasi 

kepada Masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dipertanggungjawabkan secara 

maksimal. 

 

 

 

Tim PPID Dinas Pariwisa
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sebagai 

perangkat daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban 

menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan 

sederhana melalui PPID Pelaksana. 

Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah, 

termasuk di sektor pariwisata. 

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Dinas Pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi 

publik yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Informasi tersebut meliputi kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di bidang pariwisata. 

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik, 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk dan mengoperasionalkan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. PPID Pelaksana 

berperan sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik di tingkat perangkat daerah, 

yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi 

secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penyusunan Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pelaksana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

layanan informasi publik selama Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana 

evaluasi internal guna mengidentifikasi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta 

upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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1.2. Dasar Hukum 

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik dan tata 

kelola pemerintahan. Dasar hukum ini menjadi landasan normatif dalam menjamin hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara transparan, akuntabel, serta 

bertanggung jawab. 

Adapun dasar hukum penyelenggaraan layanan informasi publik tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

sebagai payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban badan publik serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur 

mekanisme, prosedur, serta standar pelayanan informasi publik; 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik, yang menjadi acuan bagi badan publik dalam memberikan layanan 

informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 

Dan pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 tahun 2023 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata. 

Dengan berpedoman pada dasar hukum tersebut, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik secara konsisten, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 
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dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta 

peran PPID Pelaksana dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan 

Dinas Pariwisata. 

Adapun tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID 

Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2025; 

2. Menjadi bahan evaluasi internal terhadap kinerja pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik, termasuk dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta 

permasalahan yang dihadapi; 

3. Menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan 

kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya; 

4. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif di bidang pariwisata; 

5. Sebagai dokumen arsip internal yang dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

pendukung dalam kegiatan monitoring, evaluasi, serta pembinaan pengelolaan 

informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                             6 / 42                             6 / 42



4 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA 

 

2.1. Kedudukan dan Tugas 

PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan 

unsur pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas 

Pariwisata yang berada di bawah koordinasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Kedudukan PPID Pelaksana bersifat strategis karena menjadi garda 

terdepan dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat pada tingkat 

perangkat daerah. 

Dalam menjalankan fungsinya, PPID Pelaksana bertugas membantu PPID 

Utama dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi publik 

yang berada di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Informasi 

yang dikelola meliputi data dan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Pariwisata, baik yang bersifat administratif, program, kegiatan, maupun 

kinerja. 

Adapun tugas PPID Pelaksana antara lain meliputi pengumpulan dan 

pengelolaan informasi serta dokumentasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas 

Pariwisata, penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada pemohon sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pemutakhiran 

data dan informasi secara berkala. Selain itu, PPID Pelaksana juga bertugas melakukan 

koordinasi internal dalam rangka penyiapan bahan informasi publik, termasuk 

pengklasifikasian informasi yang bersifat terbuka maupun yang dikecualikan. 

Melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, PPID Pelaksana Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu mendukung terwujudnya 

keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang 

pariwisata. 
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2.2. Struktur PPID Pelaksana 

Struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai 

Kartanegara disusun untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Struktur ini menggambarkan pembagian peran, tugas, serta 

tanggung jawab masing-masing unsur dalam mendukung pelaksanaan layanan 

informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata. 

Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Petugas Layanan 

Informasi dan Dokumentasi Nomor : B-31/DISPAR/000/05/2025 tanggal 05 Mei 2025, 

dengan susunan dan personalia sebagai berikut :  

I. Pembina : Ketua PPID Utama 

II. Pengarah : Kepala Dinas 

III. Tim Pertimbangan : 1. Seluruh Pejabat Struktural 

1. Seluruh Pejabat Fungsional Adyatama 

Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif 

IV. PPID Pelaksana 

Ketua : Sekretaris Dinas 

Sekretaris : Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 

Admin Website : Kepala Bidang Pemasaran 

  (Dapat Ditunjuk Admin SP4N Lapor) 

1. Dodi Setiawan, S.Sos. 

2. Hj. Hendri Miyarsih, S.Sos. 

V. Bidang Pendukung : Analis SDM Aparatur dan Fungsional Perencana 

1. Sekretariat PPID : 1. Farida Iswandari, S.Sos. 

  2. Fera Nurliawati, S.T. 

  3. Rusminiwati A.A 

2. Bidang Pengolahan : Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 

1. Evy Wahyuni, S.Sos.,M.Si 

2. Murta’ati 

3. Rahmanita 

3. Bidang Pelayanan : Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha  

   Pariwisata 

1. Airin Susanti, SE.,M.M. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2. Wagiman 

3. Mariani 

4. Bidang Fasilitasi  : Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan  

   Ekonomi Kreatif 

1. Gondo Suli Setiyowati, S.E. 

2. Hj. Yayuk Sri Rahayu,S.Sos 

3. Devi Wahyudi Yanti 

Dengan struktur PPID Pelaksana tersebut, diharapkan setiap unsur dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya secara sinergis dan bertanggung jawab, sehingga 

pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat 

terlaksana secara optimal, profesional, dan berkelanjutan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 

 

3.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang optimal, 

PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sarana 

dan prasarana layanan informasi yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana 

tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik dapat 

dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID 

Pelaksana meliputi fasilitas layanan secara langsung maupun tidak langsung. Layanan 

secara langsung diberikan melalui meja layanan informasi yang tersedia di kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Meja layanan ini berfungsi sebagai pusat 

pelayanan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik, 

memperoleh penjelasan terkait informasi yang dibutuhkan, serta mendapatkan 

pendampingan mengenai prosedur dan mekanisme permohonan informasi. 

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi antara lain: 

a. Desk Layanan Informasi Publik berada di Lobby kantor Dinas Pariwisata, Kompleks 

Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Gedung D Lt. 3 Tenggarong 

b. Laptop : 1 (satu) unit 

c. Desk Layanan / Ruang Tunggu  

d. Formulir Layanan Informasi Publik 

e. Informasi tertulis alur/proses Permohonan Informasi Publik 

Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan informasi tersebut terus 

diupayakan agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan masyarakat, guna meningkatkan 

kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai 

Kartanegara. 
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Setiap permohonan Informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Pelaksana 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilayani sesuai dengan prosedur 

Permintaan Informasi Publik PPID. Apabila Ada permohonan informasi yang bisa 

dipenuhi tanpa membutuhkan koordinasi lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang 

PPID. Bagi Pemohon Informasi yang mengalami keterbatasan atau disabilitas, petugas 

akan membantu secara khusus dari mulai proses pengisian Formulir Permintaan 

Informasi dan pemenuhan Informasi Publik yang dibutuhkan. 

Selain layanan secara langsung, PPID Pelaksana juga memanfaatkan sarana 

berbasis teknologi informasi guna memperluas jangkauan pelayanan informasi publik. 

Sarana tersebut meliputi website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 

sebagai media penyampaian informasi publik secara berkala, media sosial resmi Dinas 

Pariwisata sebagai sarana diseminasi informasi dan komunikasi dengan masyarakat, 

serta surat elektronik (email) resmi Dinas Pariwisata sebagai media pengajuan dan 

tindak lanjut permohonan informasi publik. 

Akses informasi maupun diseminasi informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas 

Pariwisata dilakukan melalui berbagai media, antara lain : 

a. E-mail : disparkukar@gmail.com 

b. Website  :   -    https://dispar.kukarkab.go.id 

c. Media Sosial : 

- Instagram : 

https://www.instagram.com/visitingkutaikartanegara?igsh=MWJvYjNuazB3aTB

oeA== 

- Facebook : https://www.facebook.com/share/bKfrasfdGq5cZuT4/ 

- Youtube : 

https://youtube.com/@visitingkutaikartanegara?si=ukFCRldeapDbZJgb 
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Website Dinas Pariwisata Facebook Dinas Pariwisata 

  

Instagram Dinas Pariwisata Youtube Dinas Pariwisata 

 

Operasional pelayanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai 

pada hari Senin s.d Kamis pukul 08.00 Wib s.d 16.30 WIB sedangkan hari Jumat pukul 

08.00 s.d 16.00 WIB. Dalam situs website PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten 

Dalam situs website PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 

masyarakat dapat secara langsung melihat Transparasi Kinerja dan Anggaran, Profil 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Agenda Kegiatan, Rencana Umum 

Pengadaan dan Informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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3.2. Jenis Informasi yang Dikelola 

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 

2. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta; 

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

4. Informasi yang dikecualikan. 

 

3.3. Data Permohonan Informasi Publik 

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 

menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut: 

a. Jumlah permohonan yang masuk : 23 

b. Jumlah permohonan yang diproses : 23 

c. Jumlah permohonan yang ditolak : Nihil 

d. Jumlah permohonan Keberatan : Nihil 

 

3.4. Uji Konsekuensi 

a. Usulan uji konsekuensi yang diakukan: Nihil 

b. Usulan uji konsekuensi yang diproses: Nihil 

 

3.5. Sengketa Informasi  

Pada tahun 2025, tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi pada PPID 

Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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BAB IV 

EVALUASI DAN KENDALA 

4.1. Evaluasi Pelayanan 

Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana 

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2025 berjalan dengan 

baik dan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik. 

PPID Pelaksana telah melaksanakan tugas pelayanan informasi publik secara 

responsif, transparan, dan akuntabel, yang tercermin dari seluruh permohonan 

informasi publik yang diterima selama Tahun 2025 dapat ditindaklanjuti dan 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur dan jangka waktu pelayanan yang 

ditetapkan. Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi publik juga 

menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan yang cukup baik. 

Dari aspek prosedur layanan, mekanisme penerimaan, pencatatan, serta 

penyampaian informasi publik telah dilaksanakan secara tertib dan terdokumentasi. 

Pemohon informasi memperoleh kejelasan mengenai alur permohonan, hak dan 

kewajiban pemohon, serta jenis informasi yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Selain itu, ketersediaan berbagai kanal layanan informasi, baik secara 

langsung melalui meja layanan maupun secara tidak langsung melalui website, media 

sosial, dan surat elektronik, turut mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap 

informasi publik. 

Meskipun demikian, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi 

pemutakhiran data dan dokumen informasi publik, penguatan koordinasi internal antar 

unit kerja dalam penyediaan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

yang menangani layanan informasi publik. 

Secara keseluruhan, evaluasi pelayanan informasi publik Tahun 2025 

menunjukkan bahwa PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 

telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan cukup optimal. Evaluasi ini menjadi 
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dasar penting bagi PPID Pelaksana untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang lebih profesional, efektif, 

dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. 

4.2. Kendala yang Dihadapi 

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2025, PPID 

Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi 

beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dan bahan perbaikan ke depan. 

Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi 

khusus di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, sehingga pelaksanaan 

tugas PPID Pelaksana masih dirangkap dengan tugas kedinasan lainnya; 

b. Belum optimalnya pemutakhiran data dan dokumen, khususnya data kegiatan 

dan program pariwisata yang memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan dan 

terintegrasi; 

c. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan arsip dan dokumentasi digital, 

yang berdampak pada efisiensi penyimpanan serta kemudahan penelusuran 

informasi publik; 

d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, 

serta hak dan kewajiban dalam permohonan informasi publik, sehingga diperlukan 

penjelasan dan pendampingan lebih lanjut. 

e. Belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian dan 

pengelolaan informasi publik, terutama dalam hal integrasi data antar unit kerja. 

Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani secara 

bertahap melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem 

pengelolaan informasi, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai layanan informasi publik. 
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BAB V 

UPAYA PENINGKATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara telah 

menyusun dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan serta rencana tindak lanjut 

yang berkesinambungan. 

Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia PPID, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun koordinasi 

dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas dalam pengelolaan 

informasi publik sesuai dengan standar layanan yang berlaku. 

Selain itu, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata terus mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan website, media sosial, 

dan sarana layanan berbasis digital lainnya, guna mendukung keterbukaan informasi 

publik yang lebih luas, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Upaya lain yang dilakukan adalah pembaruan, penataan, serta 

pengklasifikasian dokumen dan arsip informasi publik secara berkala, sehingga data 

dan informasi yang tersedia selalu mutakhir, tertata dengan baik, dan siap untuk 

disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan. 

Sebagai rencana tindak lanjut, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata juga akan 

meningkatkan kegiatan sosialisasi layanan informasi publik kepada masyarakat, baik 

secara langsung maupun melalui media informasi, dengan tujuan meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik. 

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas layanan informasi publik di Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus meningkat secara berkelanjutan. 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            16 / 42                            16 / 42



14 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi 

publik pada tahun-tahun berikutnya. 

Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara objektif capaian kinerja, 

kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh PPID 

Pelaksana. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik akan terus ditingkatkan 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

transparan, dan akuntabel di bidang pariwisata. 

Demikian Laporan Tahunan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2025 ini disusun. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama dari 

semua pihak, kami ucapkan terima kasih. 

 

  

 Tenggarong, ${tanggal_naskah} 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

30 Desember 2025

${ttd}
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DOKUMENTASI 

KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI 
KARTANEGARA TAHUN 2024 

 

 

Desk Layanan PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 
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Informasi Alur Permohonan Informasi Publik dan Formulir Permohonan Informasi Publik 
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